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JAJARAN PEMKAB LANGKAT DIMINTA BEKERJA CERDAS UNTUK 

MERAIH WTP 

 

 
Sumber gambar: https://www.hariansib.com/ 

Langkat (SIB) Apel gabungan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat 

dipimpin Sekertaris Daerah (Sekda) Amril SSos MAP mewakili Plt Bupati Langkat 

H.Syah Afandin SH di halaman kantor Bupati Langkat, Senin (5/2/2024). Dalam 

arahannya, Sekda Langkat Amril mengingatkan seluruh perangkat daerah terkait laporan 

keuangan pemerintah Kabupaten Langkat yang dilaksanakan Tim Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK) perwakilan Sumatera Utara.     

 Sekda Amril meminta agar dapat menyampaikan laporan keuangan yang objektif, 

wajar dan akuntabel dalam menyampaikan pertanggungjawaban terhadap pengunaan 

keuangan negara.        

 Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel juga merupakan bentuk 

pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat, membuktikan bahwa segala yang 

diupayakan pemerintah menghasilkan karya nyata yang bisa melayani kebutuhan dasar 

masyarakat Kabupaten Langkat.       

 Dia juga menghimbau seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar dapat 

bekerja keras, bekerja cerdas dan bekerja ikhlas dalam menyajikan laporan keuangan 

yang memiliki akuntabilitas tinggi.      

 "Dimana upaya yang bapak/ibu lakukan dalam menyajikan data yang aktual dan 

jujur kiranya dapat membawa Pemerintah Kabupaten Langkat kembali meraih Wajar 

Tanpa Pengecualian (WTP)," harapnya.      

 "Hari ini Tim BPK Perwakilan Sumatera Utara hadir di Kabupaten Langkat, kami 

berharap dokumen pemeriksan untuk segera disajikan kepada tim, dan apabila perlu 

dilakukan peninjauan di lapangan serta harus melibatkan hadirnya pihak ketiga juga 

dihadirkan di lapangan," pesannya. 
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Dalam apel ini Amril tidak hanya menyampaikan kedatangan tim pemeriksa BPK 

Perwakilan Sumatera Utara saja, ia juga berpesan kepada kepala OPD di semua instansi 

agar memerintahkan staf untuk lebih meningkatkan kedisiplinan mengikuti apel. 

Sumber Berita: 

1. https://www.hariansib.com/detail/Medan-Sekitarnya/Sekda-Langkat-Perintahkan-

Perangkat-Daerah-Kerja-Keras-Raih-WTP, 06/02/24. 

2. https://sumutpos.jawapos.com/sumatera-utara/2374363623/jajaran-pemkab-langkat-

diminta-bekerja-cerdas-untuk-meraih-wtp, 05/02/24. 

 

Catatan Berita: 

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tanggung Jawab Keuangan Negara  

Pasal  1  

Angka 11. Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa 

mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan 

keuangan. 

Angka 12. Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil 

pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang 

berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.  

 

Pasal 4 ayat (1) dan (2)  

(1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas pemeriksaan 

keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.  

(2) Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan.   

 

Pasal 16 ayat (1) dan (4)  

(1) Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.  

(2) Tanggapan pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas temuan, 

kesimpulan, dan rekomendasi pemeriksa, dimuat atau dilampirkan pada laporan 

hasil pemeriksaan.  

 

Penjelasan Pasal 16 ayat (1)  

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi 

keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) 

kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan 
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(adequate disclosures), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan 

(iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat 

diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (unqualified 

opinion), (ii) opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion), (iii) opini tidak 

wajar (adversed opinion), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer 

of opinion).  

 

Pasal 17  

(1) Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan 

oleh BPK kepada DPR dan DPD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah 

menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat. 

(2) Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan 

oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima 

laporan keuangan dari pemerintah daerah.  

(3) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

disampaikan pula kepada Presiden/gubernur/bupati/Walikota sesuai dengan 

kewenangannya.  

(4) Laporan hasil pemeriksaan kinerja disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai 

dengan kewenangannya. 

(5) Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu disampaikan kepada 

DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya. 

(6) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) 

disampaikan pula kepada Presiden/gubernur/ bupati/Walikota sesuai dengan 

kewenangannya. 

(7) Tata cara penyampaian laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur bersama oleh BPK 

dan lembaga perwakilan sesuai dengan kewenangannya. 

 

Pasal 18 

(1) Ikhtisar hasil pemeriksaan semester disampaikan kepada lembaga perwakilan 

selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya semester yang 

bersangkutan. 

(2) Ikhtisar hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan 

pula kepada Presiden/gubernur/bupati/Walikota selambat-lambatnya 3 (tiga) 

bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan. 
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Pasal 19 

(1) Laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan, 

dinyatakan terbuka untuk umum. 

(2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk 

laporan yang memuat rahasia negara yang diatur dalam peraturan perundang-

undangan. 

 

Pasal 20  

(1) Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.  

(2) Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak 

lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. 

(3) Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 

kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil 

pemeriksaan diterima.  

(4) BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1).  

(5) Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.  

(6) BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester.   

 

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan  

Pasal 6 ayat (1) dan (3)  

(1) BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang 

dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, 

Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan 

Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan 

negara.  

(3) Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan 

pemeriksaan dengan tujuan tertentu.  

 

Pasal 7 ayat (1)  

BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan 

negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.  
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Pasal 8 ayat (1), (2), dan (5)  

(1) Untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 ayat (1), BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada 

Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.  

(2) Tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diberitahukan secara tertulis oleh Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota kepada 

BPK.  

(5) BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh 

pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan hasilnya diberitahukan secara 

tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemerintah. 


